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SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esa
WALIKOTA PONTIANAK,
bahwa .berdasarka.n Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentan i

/Remuneraiion) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct
Reimbursabile Cost) untuk Konsultansi dj Lingkungan
Pemerintah Kota Pontianak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagaimana telgh diubah dengan Undan -Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah
Laut, Daerah Tingkat ] Tapin dan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat 1] Tapin dan Daerah Tingkat I
Tabalong dengab Mengubah Unda.ng-Undang Nomor 27

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);




10.

11.
12.

13,
14,

15.

\

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unda.ng-Undang
Nomor 23 Tahyn 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentangJasa
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tamba.hanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksj (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966)

Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

4655);
Peraturan - Presiden. Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menterj Pekerjaan Umum Nomor 28/ PRT/M/2016
tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum; g
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/ PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara: s




Menetapkan. PERATURAN WALIK BESARAN BIAYA LANGSUNG
PERSQNIL (REMUNERATIOI\D DAN Biaya LANGSUNG NON
PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK -

KONs ULTANSI DI LINGKUN GAN FEMERINTAH KOTA
PONTIANAK .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Ikalkulasikan Sécara keahlian an asar data yang dapat
ipe ngjawabka

9. Biaya Langsung Nop Personil (Direct Reimbursapie Cost) adalgh biaya
Penunjang/pendukun bagi konsultan M memberikan Jasa

10. Harga Pagsar adalah harga Yang sudah disepakat; oleh konsumen dan
11, Rencang Anggaran Biaya yang selanjutpya disingkat RAB adalah suatu

13. Satuan Biaya Orang Minggy yang selanjutnya disingkat SBOM adalah
Person Week Rate. ‘
14, Satuan Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH adalah Person




. BAB I]
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

personil;
b. ketentuan peralihan dan;
¢. ketentuan penutup,

PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 5

(2) Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa
konsultansi dihitung menuryt satuan waktu tertenty (bulan, minggu, hari

(3) Biaya Langsung Personi] yang dihitung sudah mencangkup gaji dasar
(basic salary- termasuk Pph), biaya beban sosial (social charge), beban
biaya umum (overhead), tunjangan penugasan dan keuntungan,

. (9) Perhitungan konversi maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan

(5) Biaya Langsung Personi] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
sebesar 60% (enam puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.

(6) Acuan Biaya Langsung Personil (Remuneratjon) untuk Tenaga Ahli
Berpendidikan Strata | (S1) berdasarkan Pengalaman profesi yang
dipersyaratkan (Reiated Experience) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



penanggung jawab kegiatan (team leaden);
tenaga ahli arsitek;
tenaga ahli desain interior;
tenaga ahli arsitek lansekap;
tenaga ahli teknik iluminasi -
tenaga ahli teknik bangunan gedung;
tenaga ahli arsitektur lansekap;
tenaga ahli teknik jalan;
tenaga ahli teknik jembatan; -
tenaga ahli keselamatan Jjalan;
tenaga ahl iteknik terowongan;
tenaga ahli teknik landasan terbang;
- tenaga ahli teknik jalan rel;
tenaga ahli teknik dermaga;
tenaga ahli teknik bangunan lepas pantai;
tenaga ahli teknik bendungan besar;
tenaga ahli teknik Sungai dan drainase;
tenaga ahli teknik irigasi; :
tenaga ahli teknik rawa dan pantai;
tenaga ahli teknjk pembongkaran bangunan -
tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
tenaga ahli geoteknik;
- tenaga ahli geodesi;
tenaga ahli teknik mekanikal;
tenaga ahli sistem tata udara dan refrigerasi;
tenaga ahli plambing dan pompa mekanik;
- tenaga ahli teknik proteksi kebakaran;
bb. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
cc. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
dd. tenaga ahli teknik elektronika dan telekomunikasi dalam gedung;
€e. tenaga ahli teknik transportasi dalam gedung;
fl. tenaga ahli teknik lingkungan:
88. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
hh. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah,;
ii. tenaga ahli teknik air minum;
li. tenaga ahli manajemen konstruksi;
Kk. tenaga ahli manajemen proyek;
ll. tenaga ahli K3 konstruksi;
mm. tenaga ahli system mangjemenmutu;

gy%?«:s;r’pr‘pv9?5-“?*‘-"'?@”999FP

C. operator komputer;

d. sopir:

€. pesuruh kantor;

f. penjaga; '

8. tenaga teknis pengukuran (surveyory),

h. tenaga teknis pengukuran (sodir/ boring),

i tenaga teknis juru gambar; ,

J. tenaga teknis pengawas lapangan (inspector); dan
k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7




(1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti karena dikeluarkan oleh
Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (qt cost)
meliputi;

biaya dokumen Perjalanan;

biaya tiket penerbangan;

biaya-biaya perjalanan darat (in land travel),
"biaya sewa kantor;

biaya perlengkapan kantor;.

biaya sewa kendaraan kerja (transportation Jacilities);
biaya komunikasi (telex, telepon, facsimile dan voucher, internet)
biaya komputer/ software / royalty dan biaya pelaporan;
biaya alat tulis kantor (ATK); ~
pengadaan komputer/peralatan kantor;

Penugasan luar kota (Out of Duty Station);

biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);

biaya pengiriman dokumen keluar daerah;

biaya sodir/boring/ borlog;

biaya survey lapangan;

biaya test laboratorium;

biaya workshop dan focus group discussion (FGD); dan
biaya sewa alat tes beton (hammer test).

- R L T W

(2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu
anggaran.

(3) Penyusunan Biaya Langsung untuk Siaya Langsung Non Personil

persen).

(2) Seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun RAB dan HPS untuk Jasa
Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan pPeraturan
pendukung lainnya.

(3) Tabel Acuan Tenaga Pendukung/Bulan tercantum dalam Lampiran II

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pPengundangan

Peraturan Walikota ini dengan Peénempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pontianak.

Ditetapkan dj Pontianak
pada tanggal 11Febryari 2019
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangan di Pontianak
pada tanggal 1 1Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd
MULYADI
BERITA DAERAH KOTA 'PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 21

esuax dengan aslinya
ALA BAGIAN HUKUM

' Tl
Pembina Tingkat | / (IVb)
NIP. 19620811 198607 2 002




" LAMPIRAN |

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

PEMERINTAHAN KOTA PONTIAN

ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION) UNTUK TENAGA
AHLI BERPENDIDIKAN STRATA I (S1) BERDASARKAN PENGA
PROFESI YANG DI PERSYARATKAN (RELATED EXPERIENCES)

KelompokAhli | TahunPengalaman Rupiah (per-bulan)
— 1 7.735.500,00
2 8.450.000,00
AHLI MUDA 3 9.165.000,00
) 9.880.000,00
5 10.660.000,00
6 1 1.609.000,00
AHL.J 7 12.564.000,00
8 13.365.000,00
9 14.365.000,00
10 15.288.000,00
AHLI UTAMA | 11 16.204.000,00
12 17. 127.000,00
13 18.070.000,00
16 20.897.000,00
KEPALA AHLI 17 21.872.000,00
19 23.582.000,00
20 24.440.000,00

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

EDI RUSDI KAMTONO
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